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PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus
perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai
berikut dalam perkara perlawanan antara:

PT Bank Nagari, berkedudukan di JIn. Pemuda Nomor 21, Kel. Olo,
Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Ichwanadi, Rezki
Darma, dkk Pegawai pada PT Bank Nagari beralamat
di Jalan Pemuda Nomor 21, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor SKK/500/DIR/10-2022 yang dibuat pada 13
Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk selanjutnya

disebut sebagai Pelawan.

Lawan

Pemerintah Rl cq. Kejaksaan Agung Ri cq Kejaksaan Tinggi
Sumatera Barat cq. Kejaksaan Negeri Pasaman cq.
Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana
Nomor 38/Pid.Sus/Lh/2022/PN Lbs, bertempat
tinggal di JI. Jendral Sudirman No. 75, Jorong Pauh,
Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Diyani Faudila, S.H., dan
Agus Salim, S.H., dkk, Jaksa pada Kejaksaan Negeri
Pasaman berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-
1684/L.3.18/Gp.1/10/2022 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

untuk selanjutnya disebut sebagai Terlawan.
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Pengadilan Negeri tersebut.
Setelah membaca berkas perkara.
Setelah mendengar keterangan dari Pelawan dan Terlawan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pelawan dan Terlawan hadir dengan diwakili oleh Kuasanya masing-masing
sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, setelah dilakukan mediasi,
pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, pada saat agenda pembuktian,
Pelawan mengajukan permohonan pencabutan perkara dikarenakan
permasalahan telah selesai melalui Surat Permohonan Pencabutan Perkara
yang dibuat pada 17 Maret 2023 dan diterima oleh Majelis Hakim pada 20 Maret
2023.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan surat
permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan pada Senin, 20 Maret
2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement op de
Recthsvordering (Rv), Penggugat dapat mencabut perkara gugatannya asalkan
dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak lawan. Jika setelah ada
jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan
persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terlawan, selaku pihak lawan
telah menyampaikan jawaban dan agenda persidangan telah masuk dalam
tahap pembuktian. Oleh karenanya pencabutan gugatan perlawanan tersebut
dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Terlawan.

Menimbang, bahwa Terlawan melalui Kuasanya telah menyampaikan

pernyataan secara lisan pada Senin, 20 Maret 2023 yang pada pokoknya
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menyetujui pencabutan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan
kepada Terlawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan
pencabutan perkara yang telah diajukan Pelawan tersebut adalah beralasan
menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv disebutkan bahwa pihak yang
mencabut perlawanannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pelawan
dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan
ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Recthsvordering
(Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang

bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan oleh
Pelawan;

2. Menetapkan perkara perdata perlawanan yang diregister oleh Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs
dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk
mencoret perkara perdata perlawanan nomor 17/Pdt.Piw/2022/PN Lbs dari
buku register perkara perdata;

4. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp342.500 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima

ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, 20 Maret 2023, oleh kami, Aulia Ali Reza,
S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Morando A.H. Simbolon, S.H., dan Rizky
Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor
17/Pdt.PIw/2022/PN Lbs, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama oleh

Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,
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dibantu oleh Walwatri, Panitera Pengganti, dihadiri Ichwanadi, Rezki Darma,

Para Kuasa Pelawan, Diyani Faudila, S.H., dan Agus Salim, S.H., Para Kuasa

Terlawan
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Morando A.H. Simbolon, S.H., Aulia Ali Reza, S.H.,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran ................. : Rp30.000,00;
2. ATK Biaya Proses .................. : Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas ............. : Rp17.500,00;
4. Pangilan Tergugat .................. : Rp180.000,00;
5. PNBP Panggilan ..................... : Rp20.000,00;
6. Materai .....ocooevvvveviiiieeeeennn. : Rp10.000,00;
7. Redaksi........cocovvviiiinnnnn. : Rp10.000,00;
8. Materai....ccoooovvvvveiiiiieeeeennnn. : Rp10.000,00;
Jumlah : R342.500,00;

(tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
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